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BUPATI BOALEMO 

: 'a. bahwa dengan adanya Perubahan “Peraturan Menteri 

Keuangan . . Republik Indonesia Nomor 

| 225/PMK/07 / 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke 

Daerah dan Dana Desa menjadi Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor : 193/ PMK.O7 /2018 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa : 

maka Perlu Merubah Peraturan Bupati Boalemo: 

“berdasarkan pertimbangan — sebagaimana 

: Bupati Boalemo Bupati Boalemo Tentang Perubahan atas 

: Peraturan Bupati Boalemo Nomor 2 tentang Tata Cara 

. Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 

Desa Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019, 

. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

: Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia - Nomor 3899), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

h Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 7 7, Tambahan Lembaran 

Kabupaten si Boalemo (Lembaran - Negara 

“Negara Republik Indonesia Nomor 3965):



: Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja . 

7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 

: Indonesia Nomor 5694), 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 225 ): | 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), 

. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum: Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 0 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.07 / 20 17 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

. Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2019 Berita Negara 

' Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1081), 

11. 

12, 

“13. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK. 07/ 2019 

tentang Tata “Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap: 

Kabupaten/ Kota dan: Perhitungan Rincian Dana Desa ) 

Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1884): | 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal - 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, i 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

| tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1:



2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

5 Pembentukan | Per Ituran Perundang-Undangan ag 

) (- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011. ' 

.Nomor: 82, “Tambahan Lembaran Negara. Republik 

| Indonesia Nomor 5234): i 

. 3. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor K : 

8 5405): Op | | sa 

dh, Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

: Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

. Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana ) 

“telah diubah beberapa kali terakhir. dengan Undang: C5 

“Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua 

an Undang-Undang Nomor 23 Tahun: 2014 Tentang | 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

— Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 5679): ) aa 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang 

3 Peraturan Pelaksanaan: Undang-Undang Nomor 6 Tahun . 2 

2014 tentang. Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

0 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara. 

f | Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 

5 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 5 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014. Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- . 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran : 

Negara | Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 

.. Tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor La 

5717): | | . ee . 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun: 2014 tentang 

“Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran. Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. 0 ) 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara : 

A3 Republik Indonesia. Nomor 5553), sebagaimana telah 

N diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

| 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 “Tahun ”2014 Tentang . Dana 'Desa Yang



14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 5 i 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Ta 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun : 

| 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten aa ne 

' Boalemo Nomor 302): AE ag 1 Wal 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 5 Tahun | 

) 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 

La “Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten : 

s5 ) Boalemo Tahun 2018 Nomor 5: aa aa | 

: 16.1 Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2018 tentang 2 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 0 ' 

'Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ta 

i Boalemo Tahun 2018 Nomor 7 39): | 

onta : 

  

' Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN 
ga — ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR Pan 

' 2 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
— PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 

| ANGGARAN 2019 

| : — Pasall i 

Beberapa. Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor sa n 

2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, dan Penetapan La . 

i Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggara 2019 ( Berita « 5 

1 Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 743 | diubah . Ta 

Sebagai Berikut : uan | La 

0 1. Ketentuan Pasal 9 diubah Sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai & » 5 

berikut Oh Ana AN Pen ag Pan 

— Pasal 9. 

6 Penyaluran | Dana Desa. dari RKUD ke RKD tahap: L. 

dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa 

mengenai APBDes dari Kepala Desa...



 (6)Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II 

dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

“anggaran sebelumnya dari Kepala Desa. 

(7) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III 

dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi 

Penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 

dengan tahap II dari Kepala Desa 

(8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 

paling kurang sebesar 75Yo (tujuh puluh lima persen) dan 

rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 

sebesar 50Y6 (lima puluh persen). 

(9) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan 

ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian 

output dari seluruh kegiatan. 

(10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) 

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 

kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara 

pengadaan, dan capaian output. 

(11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan input data, 

kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data 

dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 

kementerian /lembaga terkait. 

Pasal 10 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi ) 

sebagai berikut.: :



-G) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, 

: peningkatan kualitas : hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinanan dan dituangkan dalam 

“Rencana kerja pemerintah Desa. | 

. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 3 berbunyi 

— sebagai berikut i 

4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan 

dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran 2 

' kepada Bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari. 

Kepala Desa, 

b. tahap H berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa tahun anggaran “sebelumnya dari 

Kepala Desa, dan : 

Cc. tahap- III berupa laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana . 

“Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana . 

| dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling 

lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf. 

Cc disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni: tahun 

anggaran berjalan. 

| i (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah 

i batas waktu | 'penyampaian laporan sebagaimana | 

. dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat : 

| menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada | 

Bupati. |



ad. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga. Pasal 14 “berbunyi 3 

sebagai berikut | 

1 Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

“La. Bupati : belum menerima . dokumen i sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (5,6,dan 7) . : 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD' tahun anggaran 

i sebelumnya lebih dari 3016 (tiga puluh persen), dan / atau | 

C. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. . 5 

| (2) Penundaan 'Penyaluran Dana “Desa sebagimana. 

| dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 
Penyaluran Dana Desa Tahap In “Tahun Anggaran 

0 | : berjalan sebesar . Sisa Dana Desa di RKD Tahun . 

&- ai (pan | Anggaran sebelumnya, et | 

- (8)Dalam Hal sisa Dana Desa di RKD tahun Anggaran ah 

| Sebelumnya. masih lebih besar dari dari jumlah Dana. 

| Desa yang akan disalurkan pada Tahap II sebagaimana 

| “pada ayat 2) Penyaluran Dana Desa Tahap II tidak 

(ani SH EA Lg 

. (4) Dalam hal: sampai dengan minggu kedua bulan Juni. 

| Tahun Anggaran berjalan sisa dana desa di RKD tahun 

anggaran tahun sebelumnya Masih lebih Besar dari 3046 

Ha Rea o (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang di tunda . 

| . @ Tn H3 | as : . : sebagaimana dimaksud pada ayat (2). tidak dapat 

ba | aa . disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD | 

(5) Bupati/ Walikota melaporkan dana desa yang tidak 

disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). kepada 

: Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa . 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud 

: pada ayat (4 tidak dapat disalurkan kembali pada tahun — 

: anggaran berikutnya 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 | 

c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah 

dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi 

penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana 

Desa.



an . Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana “ 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal £ 9. 

Pasal II 

ah (ani Daerah Kabupaten Boalemo. 

  

Diundangkan di Tilamuta : An Naa 

pada tanggal » 4 oktober . 2019 

AI KABUPATEN BOALEMO, 

  

....co. 

  

.g Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 4 “ 

| disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Hah 

: ) 'Desa - sebelum batas waktu tahapan penyaluran | 0 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan Agar , Hai 
“setiap. orang mengetahui, memerintahkan pangundangan Hang 

- Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita .


